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Menunbang 4. bahwa pclayanan publik merupakan kegiatan atau
. rangkaian kegiatan dalam mngka ;u'n:c'nn?: in
kebutuhan pelayanan sesial dengan peraturan
[u‘nnnl:nm-m)xl:mq:m bagi sctap warga negara dan
]n'n(l\uhlk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif  vang disediakan oleh penvelenggara

pelayanan publik ;
bh. balwa berdasarkan ]x'nimh:mgm schagamana
dimaksud dalam huruf a di atas, pelavanan pubhk vang
¢ diberikan kepada  pencrina Javanan harus Sesusd
’ dengan standar  pelavanan vang telah ditetapkan

n vang dibenkan ;
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herdasarkan jenis pelayan:
. bablwa berdasarkan

dimaksud dalam huruf
untuk menetapkan
Sosial, Pemberdayaai Perempuan dan
Anak, Pemberdayaan Masvarakat dan Pemenntahan
Desa  Kabupaten Mempawah  tentang 'embe nan
Bagt Pencruna Lavanan Yang Mencrma

lidak Sesuat Dengan Srandar Pelayanan
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a dan huruf b di atas,
Keputusan Kepala Dwmas
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Perhndungan

Ko nsasl
Pelavanan Yang
Publik
25  Tahun 2009 tentaug
Pelavanan Publik (Lembaran  Negara Republik Indonesea
lahun 2009 Nomol Nowmor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038} ;
Nomaot 12 !:llllll.l 2011
Perundang-undangan (Lembaran

Mengingal 1. Undang-Undang Nomo1

2. Undang-Undang tenbaaing
Pembentukan Peraturan |
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
'é‘ggn:;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang
Menerima Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Seluruh
Komponen Standar Pelayanan Publik.

KEDUA . Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berupa pelayanan publik sebagai berikut :
a. memberi layanan prioritas pada proses berikutnya ; dan
b. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang
tidak sesuai denganstandar pelayanan yang berlaku.

KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2 Juli 2023
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